xiii

I. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk Tuhan yang sangat dimuliakan, sehingga segala sesuatu mengenainya diatur dengan peraturan-peraturan yang menjunjung tinggi nilai adab. Seperti halnya menyangkut masalah perkawinan di antara mereka, dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 


Sementara itu, sesuai perkembangan manusia saat ini, timbul permasalahan dalam masyarakat sehingga menyebabkan terjadinya pernikahan, yaitu oleh mereka yang masih dalam kategori di bawah umur. Dikatakan di bawah umur karena mereka yang melakukan pernikahan itu usianya masih berada di bawah ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dikatakan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tantang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1):

Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.


Sebagaimana penjelasan di atas, dalam masyarakat khususnya masyarakat adat di Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah yang menjadi lokasi penelitian begitu banyak terjadi pernikahan di bawah umur. Entah apa alasan dari masyrakat itu sehingga melakukan pernikahan di bawah umur. Yang pasti jika ditilik secara kasat mata, hal itu sudah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Bukannya hendak memihak, namun pemerintah sebagai pembuat undang-undang tentu telah mempertimbangkan sebijaksana mungkin sehingga menentukan usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan dan jika masih di bawah 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua jika hendak berniat melakukan pernikahan. 


Akan tetapi, guna mencapai tujuan dan tuntutan dunia pendidikan dalam rangka menjadikan manusianya kaum yang berintelek, kita tidak diperkenankan untuk memberikan sebuah penilaian terhadap sesuatupun, meski itu berupa penilaian positif sebelum dilakukannya penelitian yang sah tentang hal itu. Begitu juga dalam hal ini, pasti ada alasan dari para pihak untuk sampai melakukannya (pernikahan di bawah umur), dan masyarakat untuk mendukung atau sekadar memaklumi hal itu. Untuk itulah penulis merasa perlu diadakan penelitian untuk menjawab masalah ini.

Adapun permasalahan yang diangkat yakni bagaimanakah ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pernikahan di bawah umur dan apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah  Untuk mengetahui bagaimana ketentuan perundang-undangan tentang pernikahan di bawah umur dan apa saja yang menjadi faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan pernikahan di bawah umur.

Dalam rangka menunjang penelitian ini, digunakan jenis penelitian hukum empiris/sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian untuk mendapatkan data dengan menggunakan metode wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. Metode pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dan bahan hukum dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis, yaitu suatu pendekatan di mana penyusun akan mencoba melihat atau mendekati permasalahan dari sudut hukum yang berlaku, mengatur atau berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Selain itu digunakan juga Pendekatan Sosiologis, yaitu pendekatan masalah yang didasarkan dari hasil mempelajari perilaku individu dalam masyarakat yang dalam hal ini tentunya berkaitan dengan pernikahan di bawah umur
II. PEMBAHASAN
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Tanak Rarang
Desa Tanak Rarang memilki wilayah dengan luas 525 Km2 yang terbagi ke dalam tanah sawah seluas 315 Km2 dan tanah tegal/kebun seluas 210 Km2. Kondisi geografisnya yaitu berada pada 150 m di atas permukaan laut dengan curah hujan 1, 588 m/Th dan suhu udara rata-rata 28-30 Derajat Celcius. 
2. Profil Desa Bonder
Desa Bonder adalah Desa yang terletak di tengah-tengah Kecamatan Praya Barat. Luas wilayahnya adalah 50. 163 m2. Kondisi geografisnya yaitu berada pada 100 m di atas permukaan laut dengan curah hujan 1, 117 mm dan suhu udara rata-rata 30 Derajat Celcius.
3. Profil Desa Banyu Urip
Desa Banyu Urip adalah desa yang terletak di Kecamatan Praya Barat bagian selatan. Luas wilayahnya adalah 30. 277 m2 dan berpenduduk 5.667 jiwa yang terdiri dari 2.762 penduduk laki-laki dan 2.905 penduduk perempuan serta 1712 KK. Penduduk Desa Banyu Urip yang telah melakukan pernikahan berjumlah 3456 orang. 
B. Pernikahan di Bawah Umur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
1. Pengertian Pernikahan di Bawah Umur Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa (Pasal 1 UU No. 1/74)

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu (Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1/74)

Perkawinan dapat dilakukan jika pasangan yang hendak melakukan pernikahan telah memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan. Syarat-syarat itu adalah sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 6 UU No. 1/74 tentang Perkawinan.
Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 Ayat (1) UU No. 1/74)
Selanjutnya calon mempelai yang hendak melakukan pernikahan harus sudah mendapatkan izin dari kedua orang tuanya atau wali yang berkuasa atasnya jika usianya belum mencapai 21 tahun, dengan catatan usianya tidak berada di bawah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Itu artinya laki-laki dan perempuan yang usianya di bawah ketentuan tersebut belum boleh melaksanakan perkawinan.

Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua (Pasal 6 Ayat (2) UU No. 1/74)

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 Ayat (1)

2. . Batas Usia Kedewasaan Menurut Undang-undang Nasional
Pembatasan usia anak merupakan upaya perlindungan hukum baginya. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya melindungi kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Misalnya menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak:

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin (Pasal 1 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak)

Beberapa undang-undang yang telah mencatumkan batas usia anak adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Batas usia anak menurut undang-undang ini adalah 18 tahun dan belum menikah. Kemudian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak, batas usia anak adalah di bawah/belum berusia 18 tahun, termasuk di dalamnya anak yang masih dalam kandungan ibu. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, batas usia anak adalah 18 tahun dan belum kawin. Selanjutnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, batas usia anak adalah 18 tahun dan belum kawin.
3. Celah Hukum untuk Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita (Pasal 7 Ayat (2) UU No. 1/74)

Ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (2) tersebut memang memberikan celah hukum bagi terjadinya pernikahan di bawah umur. Akan tetapi, hal yang benar-benar harus diperhatikan adalah bahwa dispensasi hanya diberikan bilamana penyimpangan itu sudah terlanjur dilakukan, seperti perkawinan antara pasangan yang di mana pihak perempuan telah mengandung di luar nikah.

Selain ketentuan Pasal 7 tersebut, terdapat lagi ketentuan lain yang memberikan celah bagi terjadinya pernikahan di bawah umur. Ketentuan itu tertera dalam Pasal 6 Ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 16 Ayat (2) KHI perihal izin orang tua atau wali. Intinya menyebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Kesimpulannya, seorang perempuan hanya diperbolehkan melakukan perkawinan bila telah mendapat izin dari walinya, yang berarti juga terbuka peluang bagi si wali untuk menikahan anaknya dengan cara paksa.

C. Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Praya Barat
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Faktor - Faktor Penycbab Pemikahan di bawah umur
Angka | %

T | Faktor pendidikan yang rendzh 5 1852

2| Faktor ckonomi 14 51.86

3| Faktorpergaulan bebas 1481

4 | Faktorkemauan para pihak 1481

Tumlzh 27 100





Sumber data: Data Primer

1. Faktor pendidikan yang rendah
Pernikahan di bawah umur seringkali dilakukan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang bahaya dan resiko yang dapat timbul akibat pernikahan di bawah umur. Bahaya dan resiko tersebut seperti; kematian di usia muda (dalam proses persalinan), terjangkit problem kesehatan, hidup dalam lingkaran kemiskinan, dan menderita buta aksara (karena tidak mengenyam pendidikan dasar).

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi ini sebenarnya sangat erat kaitannya dengan faktor pendidikan masyarakat yang rendah. Bahkan kedua faktor ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Masyarakat hendak bersekolah, namun keadaan ekonomi sangat tidak mendukung. Sehingga hal ini terkadang mengakibatkan pengeksploitasian hak anak secara tidak langsung. Anak-anak diharuskan untuk ikut serta membantu orang tuanya memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau mungkin untuk sekadar memenuhi kebuthan pribadinya.

Keadaan yang demikian ini akhirnya membuat anak seringkali menghadapi pilihan yang mengharuskannya mengambil sebuah keputusan, bahkan keputusan yang sangat memberatkannya. Sehingga keadaan yang demikian inilah yang menyebabkan banyak anak di Kecamatan Praya Barat harus menikah di usianya yang masih di bawah umur.

3. Faktor Pergaulan Bebas

“Pergaulan muda-mudi saat ini ternyata memang sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan para pemuda sepuluh atau dua puluh tahun yang lalu, waktu itu tidak ada satupun yang berani melakakuan sesuatu yang dilarang oleh agama dan adat secara terang-terangan layaknya anak muda zaman sekarang. Apalagi sampai hamil di luar nikah.”

4. Faktor Kemauan Para Pihak

Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur selanjutnya adalah kemauan dari para pihak itu sendiri. Faktor ini juga sangat erat hubungannya dengan faktor ekonomi dan pendidikan yang rendah. Pernikahan itu disegerakan agar mereka tidak terlalu menyia-nyiakan waktunya. Artinya, jika mereka tidak menikah maka pasti kehidupannya akan semakin tidak teratur karena tidak adanya sesuatu yang mengikat. Sementara keinginan untuk melangsungkan pendidikan sangat tidak mungkin terwujud karena faktor ekonomi yang tidak mendukung.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki yang umurnya di bawah 19 tahun dan perempuan di bawah 16 tahun. Pernikahan di bawah umur ini tidak seharusnya dilakukan, namun pada kenyataannya di lapangan khususnya di Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan data hasil penelitian terjadi begitu banyak kasus pernikahan di bawah umur, bahkan dengan umur terendah 14 tahun.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Praya Barat adalah:

a. Faktor ekonomi, yaitu faktor yang paling mendominasi dengan angka 51,86% (lima puluh satu koma delapan puluh enam persen);

b. Faktor pendidikan yang rendah 18,52% (delapan belas koma lima puluh dua persen);

c. Faktor pergaulan bebas 14,81% (empat belas koma delapan puluh satu persen);

d. Faktor kemauan sendiri 14,81% (empat belas koma delapan puluh satu persen).

B. Saran
Pemerintah diharapkan segera membuat komitmen dan pernyataan yang tegas untuk mencegah praktik-praktik tradisi yang berbahaya yang mempengaruhi kesehatan perempuan dan anak, terutama perkawinan di bawah umur. Komitmen itu adalah komitmen di segala bidang, baik hukum, politik, pendidikan, sosial-keagamaan maupun ekonomi. Selain itu, pemerintah diharapkan bekerja sama dengan pihak-pihak lain untuk merancang program-program guna mencapai tujuan di atas, seperti:
1. Penyuluhan hukum perkawinan dan kesehatan reproduksi serta paket pendidikan tentang praktik-praktik tradisi yang berbahaya bagi kesehatan anak dan perempuan;

2. Penyediaan layanan pelatihan kejuruan dan program magang bagi gadis-gadis belia dari keluarga miskin untuk memberdayakan mereka secara ekonomi;

3. Mobilisasi media massa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan risiko pernikahan di bawah umur.

Selain itu, penulis juga mengharapkan agar pemerintah di Indonesia bisa dan hendak untuk melakukan revisi terhadap undang-undang perkawinan, terutama terhadap pasal-pasal yang menjadi celah hukum bagi terjadinya praktik pernikahan di bawah umur, seperti penghapusan kemungkinan pemberian dispensasi nikah, rekonsepsi perwalian untuk menghindari kawin paksa dan penetapan usia minimum yang sama terhadap laki-laki dan perempuan untuk menikah, yakni 18 tahun.
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